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BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan
Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2017;

bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Negara Tahun Anggaran 2017 dan
Kabupaten Garut merupakan salah satu Daerah yang terkena
efisiensi Dana Alokasi Umum dari Pemerintah, maka Peraturan
Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 3
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5879);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 194);

Peraturan Pemerintah Nomor 358 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310},
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaarn Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 23);

Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten  Garut (Berita Daerah  Kabupaten  Garut
Tahun 2016 Nomor 27);

Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 41
Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017
Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Angka 1 dan Angka 2 diubah serta Angka 14 dan Angka 15 Pasal 1
disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Garut.
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Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Garut.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

BPKAD adalah .Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Garut.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat

DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Garut.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya.

Perangkat Desa adalahh unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi: dalam Sekretariat
Desa dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan
pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan,
dan fasilitasi Desa oleh tenaga pendamping profesional, yang terdiri dari
pendamping Desa, pendamping teknis, tenaga ahli pemberdayaan
masyarakat dan/atau sebutan lainnya.
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(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD
setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja
bantuan keuangan yang dianggarkan pada belanja BPKAD sebagai SKPKD.

(4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarannya bersifat dinamis

dan/atau dapat berubah sesuai dengan Dana Perimbangan yang diterima
Daerah.

Ketentuan Pasal 13 ayat (2 )diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Paragrax 7
Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 13

(1) Pelaksanaan  pembangunan, kemasyarakatan dan  pemberdayaan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf { diarahkan antara
lain untuk:

a. pembangunan infrastruktur berskala kecil; dan
b. penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa.

(2) Alokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur berskala kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

a. alokasi untuk  pembangunan infrastruktur berskala kecil
di lingkungan RT sebesar Rp. 1.917.260,00 (satu juta sembilan ratus
tujuh belas ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan

b. alokasi untuk pembangunan infrastruktur  berskala kecil
di lingkungan RW sebesar Rp. 3.834.515,00 (tiga juta delapan ratus tiga
puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).

(3) Alokasi anggaran bagi penunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain untuk kegiatan:

Posyandu; dan

a. TP PKK; -

b. LPMD;

c. Desa Siaga,;

d. Karang Taruna;
e. MUIL

f. Linmas;

g.

K.

lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

(4) Seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
tertuang dalam RPJM Desa, RKPDes dan APBDes.
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(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh

persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD
setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja
bantuan keuangan yang dianggarkan pada belanja BPKAD sebagai SKPKD.

(4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarannya bersifat dinamis

dan/atau dapat berubah sesuai dengan Dana Perimbangan yang diterima
Daerah.

(5) Perubahan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan
diberitahukan kepada seluruh Desa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu

setelah pemberitahuan dari Pemerintah Pusat diterima oleh BPKAD
Kabupaten Garut.

Ketentuan Pasal 13 ayat (2 )diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan
dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13
(1) Pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diarahkan antara

lain untuk:
a. pembangunan infrastruktur berskela kecil; dan
b. penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa.

(2) Alokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur berskala kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

a. alokasi untuk  pembangunan infrastruktur  berskala kecil
di lingkungan RT sebesar Rp. 1.917.260,00 (satu juta sembilan ratus
tujuh belas ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan

b. alokasi untuk pembangunan infrastruktur  berskala kecil
di lingkungan RW sebesar Rp. 3.834.515,00 (tiga juta delapan ratus tiga
puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).-

(3) Alokasi anggaran bagi penunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain untuk kegiatan:

TE PEK;
LPMD;

Desa Siaga;

a.

b

e

d. Karang Taruna;
€ MUI,;

f.  Linmas;

g. Posyandu; dan

h. lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

(4) Seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
tertuang dalam RPJM Desa, RKPDes dan APBDes.
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Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi scbagai berikut:

(3)

Bagian Kedua
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 23

Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur

Sekretariat Daerah, BPKAD, DPMD, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat
dan/atau sebutan lainnya.

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan
informasi tentang ADD;

b. membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi
kepada Tim Pelaksana di tingkat desa;

¢c. menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa;

melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

ADD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses
tahapan kegiatan;

e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan

masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada
Inspektorat Daerah Kabupaten Garut; dan

f. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada
Bupati.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

Bagian Ketiga
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 24

Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur
Kecamatan dan pendamping Desa profesional dan/atau sebutan lainnya.

Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana tingkat Desa;

b. melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran ADD yang
diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati; dan

c. memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi tingkat
Kabupaten, berupa laporan rekapitulasi seluruh laporan tingkat Desa
di wilayahnya.
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6. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 25

(1) Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
huruf ¢ ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan

Desa, dan bagi Desa yang tersedia Pendamping Lokal Desa dan/atau
sebutan lainnya.

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. menyusun rencana anggaran biaya;

b. membuat surat permohonan pembayaran (SPP) sesuai dengan
kebutuhan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;

c. mengelola kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
d. membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.

(4) Dalam hal terdapat Silpa ADD pada akhir tahun anggaran maka Silpa
tersebut menjadi Silpa APBDes.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 10 - 11 - 2017

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 10 - 11 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ttd

IMAN ALIRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 67



